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xABSTRAK
Skripsi ini berkenaan dengan studi lapangan tentang perkawinan adat
Jeneponto, dengan pokok permasalahannya adalah bagaimana hukum pelaksanaan
perkawinan adat Jeneponto dan tujuan menurut tinjauan syariat islam. Masalahnya ini
di kaji dengan pendekatan analisis.
Metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam skripsi ini ada
tiga yaitu: metode dedukti, yaitu pengolahan data yang bersifat umum ke data yang
bersifat khusus. Metode induktif, yaitu pengolahan data yang bersifat khusus ke data
yang bersifat umum, dan metode kompratif atau membandingkan beberapa data lalu
mengambil kesimpulan.
Proses perkawinan adat Jeneponto meliputii tahap-tahap sebagai berikut:
1. Mange A’boya (melamar)
2. Appa’assa (memutuskan)
3. Appanai Balanja
4. Korong Tigi
5. Kanre Bisang (membalas)
6. Simorong
Nikah, dengan tujuan agar mendapat rahmat dari Allah SWT, keturunan yang
saleh, dan kebahagiaan dalam berumah tangga sampai kekal. Perkawinan adat
Jeneponto telah dipengaruhi oleh faktor agama. Hal ini dapat dilihat dengan adanya
korelasi antara budaya dan agama dalam perkawinan, terutama dalam melakukan
berbagai macam kegiatan ritual yang berlaku dalam perkawinan adat Jeneponto.
Tujuan utamanya adalah bagaimana mendapatkan rahmat dari sang Pencipta. Hal ini
juga menjadi tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Adat merupakan kebiasaan pada umumnya bercorak tradisional, artinya “bersifat
turun-temurun dari zaman nenek moyang sampai sekarang dimana keadaannya masih
tetap berlaku dan tetap dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Kemudian
dianggap sebagai perwujudan atau pencerminan kepribadian.1
Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepribadian suatu masyarakat dapat
diketahui melalui adat yang berkembang dalam masyarakat pada saat ini sebagai
kepribadian tertentu tidak hanya dipengaruhi oleh masyarakat pendukung adat yang
menerima tata aturan dan diperlukan oleh suatu adat yang ada di Kabupaten
Jeneponto.
Atas dasar itulah adat kebiasaan berlaku pada masyarakat Islam serta tidak
melanggar dari ketentuan Syariat, dan dapat ditetapkan sebagai sumber hukum yang
berlaku. Adat kebiasaan yang menyimpang dari ketentuan syariat, walaupun banyak
dikerjakan oleh orang, tidak dapat dijadikan sumber hukum. Norma-norma atau
aturan-aturann yang berlaku di Indonesia tidak hanya berdasar pada Undang-Undang
semata, melainkan juga berdasar pada norma kesopanan yang bersumber dari hati
1 Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia dalam kajian kepustakaan. (Cet.II; Bandung:
Alfabeta, 2009), h. 32.
2nurani yang kebanyakan dari masyarakat ini sangatlah berpegang teguh pada adat
kebiasaan mereka.2
Hal ini menyangkut tentang asas dan metode penetapan hukum bagi hukum
adat. Asas yang dimaksud disini adalah asas yang menyangkut tentang beberapa
pertimbangan mendasar yang menjadikan dasar  bagi suatu hukum adat didalam
menetapkan suatu keputusan atau sanksi atas suatu perbuatan tertentu. Demikian juga
mengenai metode yang di pergunakan oleh suatu hukum dari sanksi serta hal- hal
yang berkaitan dengannya, semua ini merupakan cakupan  atas apa yang disebut
dengan hukum adat.
Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada
perasaan keadilan masyarakat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan
tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-sehari dalam masyarakat sebagian
besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai
akibat hukum (sanksi).
Penetapan terhadap hukum adat dapat saja dilakukan dengan melihat sejauh
mana kesepian masyarakat atau pendukung hukum adat yang ada di Kabupaten
Jeneponto itu dapat dijadikan hukum adat dalam perkawinan serta menentukan jalan
kehidupan baru yang bakal ditempuhnya. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nur: 32




2 Masjfuk Zuhdi, Pengantar Hukum Syariah (Jakarta: Haji Mas Agung, 1987). h. 125
3

Terjemahannya:
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-
Nya) lagi Maha Mengetahui.3
Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, karena
ia akan memasuki dunia baru. Hal ini akan dijelaskan, dengan mempergunakan
pendekatan yang bersifat Interdisipliner (dengan tekanan utama pada pendekatan
sosiologis dan psikologis).4 Maksud dari penjelasan mengenai adat adalah untuk
mendapatkan suatu gambaran yang diambil dari kenyataan hukum adat di Indonesia,
untuk dimasukkan ke dalam kerangka perkembangan dari perilaku hingga menjadi
hukum adat  yang pendekatannya bersifat sosiologis. Hukum Adat mempunyai ikatan
dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat, kekuatan mengikatnya tergantung pada
masyarakat (atau bagian masyarakat) yang mendukung  adat istiadat tersebut.5 Setiap
masyarakat hukum adat tersebut ditelaah secara seksama maka masing-masing
mempunyai dasar dan bentuknya, dari sudut bentuknya maka masyarakat hukum adat
ada yang berdiri sendiri, menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang lebih
tinggi atau mencakup beberapa  masyarakat hukum adat yang lebih rendah serta
merupakan perserikatan dari beberapa masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten
Jeneponto.
3 Departemen Agama, Al_Jumanatul Ali, Al_Qur’an dan Terjemahannya, h. 355
4 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), h. 67
5 Ibid., h. 73
4Hukum adat  ini didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat, dan
berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan atau memperlancar proses interaksi
tersebut. Dan hukum adat ini tetap berfungsi secara efektif  dalam mengatur
kehidupan masyarakat, dengan kata lain hukum adat mempunyai fungsi manfaat
dalam pembangunan (hukum).
Hukum adat yang tradisional itu menunjukkan juga adanya nilai-nilai yang
universal yaitu:
1. Asas-asas gotong royong
2. Fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat
3. Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan Umum
4. Asas perwakilan dan permusyawaratan dan sistem pemerintahan
Nilai-nilai Universal yang terdapat diatas atau dilaksanakan oleh masyarakat
Desa dan memberikan corak hidup bagi mereka misalnya:
1. Asas gotong royong
Asas ini jelas nampak dengan adanya kebiasaan untuk bekerja bersama-sama
untuk kepentingan bersama.
2. Asas fungsi sosial dan milik masyarakat
Dicerminkan juga dalam kebiasaan asas gotong royong tersebut diatas (fungsi
sosial manusia), sedangkan fungsi sosial milik nampak juga dalam kebiasaan si
pemilik mengizinkan warga-warga sedesanya dalam keadaan tertentu menggunakan
hak miliknya.
53. Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan Umum
Nampak dalam pelaksanaan Pamong Desa, dimana kebiasaan kepala desa
dalam mengambil keputusan untuk menyangkut kepantingan bersama
mengenai kehidupan desanya.6
Dalam kaitan ini masyarakat di Kabupaten Jeneponto telah memiliki hukum
adat tertentu dalam mengatur berbagai segi kehidupan mereka. Karenanya
penelusuran terhadap hukum adat di Kabupaten Jeneponto yang berlaku dapat saja
dilakukan. Hukum adat Kabupaten Jeneponto yang berlaku secara terus menerus yang
dianut oleh masyarakat Kabupaten Jeneponto.
Berlakunya peraturan-peraturan tersebut tergantug dari pada masyarakarat itu
sendiri, mengingat bahwa masyararakat memiliki norma dan budaya serta peradaban
yang berbeda anatara yang satu dengan yang lainnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka mengenai perkawinan sering di jumpai
dalam masyarakat tentang perkawinan yang bermacam-macam bentuk dan fasinya.
Banyak corak perkawinan yang terjadi dalam masyarakat yang tidak resmi dengan
tujuan perkawinan sebagaimana yang dikemukakan dalam Undand-undang No. 1
Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara isteri dengan tujuan untuk
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan
yang maha esa.7
6 Http://www.Rezha.com/blog/mahalnya biaya nikah.
6B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis mengajukan
permasalahan pokok yakni: “Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Pelaksanaan Perkawinan Adat di Kabupaten Jeneponto”.
Kemudian penulis menarik beberapa sub permasalahan pokok yang akan di
kaji lebih mendalam dalam pembahasan selanjutnya, yaitu:
1. Bagaimana pelaksanaan hukum pernikahan Adat yang berlaku di
Kabupaten Jeneponto?
2. Sejauhmana Pengaruh Hukum Islam Terhadap Hukum Pernikahan  Adat di
Kabupaten Jeneponto?
C. Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara yang masih perlu di teliti
kebenarannya melalui penelitian. Untuk menguji kebenaran teori yang penulis dapat
dalam permaslahan pokok, maka penulis mengajukan jawaban sementara dari kedua
sub masalah sebagai berikut:
1. Hukum pernikahan adat Kabupaten Jeneponto adalah salah satu perwujudan hasil
cipta, rasa dan karsa orang di Kabupaten Jeneponto yang lestari dengan segenap
variasi yang berkembang hingga saat ini dan bagian dari budaya di Kabupaten
Jeneponto.
7Mardani , Departemen Republik Indonesi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan Pasal 1. h. 13
7Di samping itu perkawinan juga merupakan Sunnatullah (hukum alam) yang
ditentukan oleh Allah swt yang selalu aktual dan merupakan kebutuhan biologis
yang dimiliki setiap manusia. Lagi pula perkawinan itu adalah cara yang halal
dan diridhoi oleh maha Pencipta, untuk melanjutkan keturunan dan membentuk
keluarga yang bahagia dan kekal dan perkawinan itu merupakan peristiwa
penting dalam kehidupan seseorang. Dalam pelaksanaan perkawinan di
Kabupaten Jeneponto banyak tahap-tahap yang harus dilalui sampai pada proses
perkawinan, selain itu juga melalui persiapan kebutuhan materil maupun
persiapan mental. Khususnya pada perkawinan  yang menggunakan adat-adat di
Kabuten Jeneponto.
2. Pernikahan adat di Kabupaten Jeneponto telah menjadi tradisi yang di warisi
secara turun-temurun hingga saat ini. Hal ini hampir terjadi pada semua daerah
dan sangat dipengaruhi oleh faktor agama yang dianut oleh golongan masyarakat
setempat, ajaran agama menjadi corak dan sangat berpengaruh terhadap tata cara
perkawinan adat. Pada dasarnya hukum Islam bisa sejalan dengan adat istiadat
perkawiana di Kabupaten Jeneponto yang sesuai bahwa agama sendiri tidak
melanggar syari’at islam. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama
kepada yang mampu untuk segera melaksanakan. Karena dengan perkawinan,
dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.
8D. Pengertian Judul
Agar tidak rancu dalam memahami skripsi ini, maka penulis menguraikan satu
persatu kata yang dianggap penting dari judul skripsi ini: “Pengaruh Hukum Islam
Terhadap Pernikahan Adat di Kabupaten Jeneponto”.
Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang
ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.8
Hukum Islam adalah peraturan yang dibuat dan disepakati baik secara tertulis
maaupun tidak tertulis, dan peraturan undang-undang yang mengikat  perilaku setiap
masyarakat tertentu.9 Yang pelaksanaannya bertujuan untuk mencapai keadilan dan
patuh kepada perintah  orang yang memberi perintah dan larangannya tanpa
membantah. Agama kita telah memberi nama Islam, karena ia berarti taat kepada
Allah dan tunduk kepada perintahnya tanpa membantah. Jadi hukum islam
merupakan seperangkat putusan atau peraturan berdasarkan wahyu Allah yang
berkaitan dengan tingkah laku manusia yang harus dipatuhi serta diyakini berlakunya
mengikat seluruh umat yang beragama Islam. 10
Pernikahan adalah ikatan lahir batin dengan seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
abadi dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.11
8 Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III;
Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 484
9 Daryanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya-Apollo:Sampurna Ggroup, 1997),
h. 271
10 Abdul A’la Al-Mauddi, Prinsip-Prinsip Islam (Cet. II; Bandung: PT. Al Maarif, 1983), h. 8
11 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2011), h. 5
9Adat adalah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti “kebiasaa” diterima
dan diwarisi secara turun-temurun sampai sekarang.12
Berdasarkan dari uraian beberapa istilah tersebut diatas, yang terdapat pada
judul skripsi ini maka penulis dapat merumuskan bahwa pengertian judul secara
umum sebagai berikut:
Bahwa hukum islam suatu himpunan bahan-bahan dan keberadaan
memungkinkan  dan relevan dengan perkembangan hukum nasional maupun hukum
adat ( the living law).
Hukum adat atau hukum yang hidup (the living law) sampai kini keberadaan
tetap eksis ditengah masyarakat oleh karena itu menarik untuk dikaji bagaimana
pengaruh hukum islam terhadap perkawinan adat dan dapat di tarik benang merah
yaitu laki-laki dan perempuan yang pelaksanaannya dilakukan berdasrkan adat
(kebiasaan) yang sudah berlangsung secara turun-temurung.
Maksud dari pengertian judul di atas adalah suatu bentuk hidup bersama yang
lenggeng lestari antara seorang pria dan wanita yang diakui oleh persekutuan adat dan
yang diarahkan pada keluarga. Berkenan dengan adanya hubungan yang tepat dari
topik ini, maka menurut Hukum Adat pada umumnya perkawinan itu bukan saja
berarti sebagai perikatan Perdata tetapi juga merupakan “Perikatan Adat” dan
sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan.
Jadi, pada dasarnya apapun yang berasal dari adat kebiasaan setempat jika ia
sejalan dengan hukum Islam, maka ia dapat di terima dan bisa saja di berlakukan, hal
12 Sidik Gazalba, Kebudayaan Sebagai Ilmu (Jakarta:Tinta Mas, t., th.,), h. 8
10
ini senada dengan teori yang di kembangkan oleh Hazzairn yaitu teori reception a
contrario, hukum adat baru bisa berlaku sepanjang tidak bertentangandengan hukum
islam.13
E. Tinjauan Pustaka
Mengenai pokok masalah yang penulis angkat untuk menjadi bahan rujukan,
penulis juga menelaah lewat bacaan berupa buku-buku yang ber kaitan dengan judul
yang penulis bahas. Dalam berbagai buku banyak teori yang di dapat untuk
memudahkan bagi penulis untuk menjawab masalah pokok khususnya yang mejadi
penelitian nantinya. Pada akhirnya buku-buku yang penulis telah telusuri yang
berkenang dengan judul yang penulis angkat antara lain:
1. DRS. Ahmad  Rofiq, M.A. Dalam bukunya yang berjudul; Hukum Islam Di
Indonesia, Pembahasannya yaitu; Kompilasi Hukuum Islam di indonesia
merupakan pengembangan dari Hukum Perkawinan yang tertuang di dalam
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Syarat-syarat Perkawinan dalam Islam
tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan
tetapi mempunyai nilai ibadah, dan perkawinan merupakan salah satu perintah
agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya karena perkawinan dapat
mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.
13 Rachmat Djatnika, Kontoversi Pemikiran Islam di Indonesia (Bandung; PT. Remaja
Rosdakarya, 1993), h. 245-246
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2. DRS. H. Rahmat Hakim. Dalam bukunya yang berjudul; Hukum Perkawianan
Islam, Pembahasannya antara lain; Syarat dan Rukun Nikah Perkawinan
dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukun nikah yang di maksud dari
rukun perkawinan adalah bagian dari hakikat perkawinan yang wajib dipenuhi.
Adapun syarat perkawinan agar tersamar dengan rukun perkawinan itu sendiri.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam  (lihat pasal 1
UU Perkawinan dan KHI Pasal 3), dalam pembahasannya Perkawinan
mempunyai maksud  agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan
bahagia. Maksud itu, persetujuan dari kedua belah pihak yang akan
melaksanakan ikatan tersebut mutlak diperlukan.
4. Soemiyati, S.H J.B. Dalam bukunya yang berjudul; Hukum Perkawinan Islam
dan UU Perkawinan, dalam pembahasannya antara lain; Pengertian Perkawinan,
Perkawinan dalam istilah Agama disebut “Nikah”nyaitu melakukan suatu aqad
atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk
mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih
sayang dan ketentraman yang diridhoi oleh Allah SWT.
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan hukum
perkawinan secara adat yang terjadi di Kabupaten Jeneponto.
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b. Untuk mengetahui sejauh mana pandangan syari’at Islam terhadap
Perkawinan yang dilakukan secara adat di Kabupaten Jeneponto.
2. Kegunaan Penelitian
a. Adapun kegunaan dari penelitian  ini yang dimaksud adalah untuk
menambah wawasan sekaligus mempunyai nilai tambah dalam
memperoleh ilmu pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan
dengan pembahasan skiripsi ini.
b. Diharapkan akan dapat menjadi bahan informasi bagi peneliti-peneliti
selanjutnya yang sekiranya juga dapat menaruh simpati atau minat
terhadap Syari’at  Islam sebagai sistem perkawinan adat di Kabupaten
Jeneponto.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Perkawinan
Dalam bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata “nikah” yang menurut
bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubunngan
kelamin atau bersetubuh.1
“Nikah” menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan
(majaaz). Arti sebenarnya dari “nikah”, ialah “dham”, yang berarti “menghimpit”,
“menindih” atau “berkumpul”, sedang arti kiasannya ialah “watha” yang berarti
“setubuh” atau “aqad” yang berarti “mengadakan perjanjian pernikahan”.2 Pernikahan
berasal dari kata “nikah” yang berarti mengumpulkan, saling mmemasukkan, dan
digunakan dalam arti bersetubuh (wathi).3
Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Al-Qur’an sebagai hukum islam
memerintahkan kepada setiap muslim yang Istitha’ah (mampu) agar hendaknya
melangsungkan perkawinan dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa (4):3 sebagai berikut:





1 Dendy Sugono, Kamus besar Bahasa Indonesia (Cet;III: Jakarta:Pustaka, 1994), h. 456
2 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan ( Cet; III; Jakarta: PT. Bulan
Bintang, 1993), h. 1
3 Abd. Rahman Gazhaly, MA, Fiqih Munakahat (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h.1
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Terjemahannya:
“berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai
spemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka mennyerahkan
kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah
atau (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang aedap lagi baik akibatnya.
Ayat ini menunjukkan tentang wajibnya pemberian mahar kepada calon
mempelai wanita dalam perkawinan  sebagai pemberian yang pantas dengan cara
sukarela.
Pernikahan itu adalah suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan
rumah tangga dan keturunan perkawianan juga dapat di pandang sebagai suatu jalan
menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain. Serta perkenalan
itu akan menjadikan kita saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya.
Demikian pernikahan yang sejati dalam Islam, dengan singkat untuk kemaslahatan
dalam rumah tannga dan juga kemaslahatan masyarakat.
UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskannya dengan:
“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorag pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.4
Dengan demikian, berbicara masalah pernikahan atau perkawinan berarti
berbicara mengenai salah satu aspek ajaran (hukum) Islam yang tidak kalah
pentingnya dengan aspek-aspek lainnya. Di katakana demikian karena masalah
perkawinan hampir dialami atau dilakukan oleh manusia yang normal. Bahkan tidak
4 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern (Cet. I; Yogyakarta: Graha
Ilmu,2011). h. 5
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berlebihan jika dikatakan bahwa pernikahan merupakan kebutuhan primer setiap
manusia, sepeti halnya kebutuhan untuk makan dan minum. Oleh karena itu Islam
menganjurkan kepada setiap manusia agar  menikah. Anjuran untuk melaksanakan
suatu pernikahan dapat dinilai sebagai suatu keharusan dan menjaga keselamatan
kepentingan sosial.
Aspek agama dalam perkawinan adalah bahwa hukum Islam memandang dan
menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur.
Dikatakan demikan karena perkawinan tidak hanya dipertalika oleh ikatan lahir saja
akan tetapi juga diikat oleh ikatan bathin. Dalam hukum Islam, pernikahan tidak
hanya merupakan perjanjian yang suci, dimana kedua belah pihak dinyatakan sebagai
pasangan suami istri dengan mempergunakan nama Allah SWT. 5
a. Asas-asas dan Prinsip Perkawinan
Asas yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan yaitu:
1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu
suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat
mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual
dan material.
2. Dalam undang-undang ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan
5 Ny. Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Cet, II;
Yoyakarta: Liberty, 1986), h. 10-12
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disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan
perundangan-undangan yang berlaku..
3. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik
dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, dengan
demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan
bersama oleh suami istri.
Asas-asas perkawinan di atas, dapat mengacu kepada ketentuan atau informasi
nash, baik baik Al-Quran maupun al-Sunnah. Pencatatan perkawinan merupakan
salah satu asas dalam Undang-undang Perkawinan, yang diatur pelaksanaannya
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan diikuti perumusan yang lebih
rinci dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan
bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membbentuk keluarga Yang Maha Esa. Pasal 2
diatur tentang keabsahan perkawinan, yaitu ayat (1). “Perkawinan adalah sah apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Ayat (2)
menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan
yang berlaku”.6
Prinsip Perkawian Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan
pengembangan dari Hukum Perkawinan yang tertuang di dalam Undang-undang
Nomor. 1 Tahun 1974. Antara lain, kompilasi mutlak harus mampu memberikan
6 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Indonesia (Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), h. 56-
60
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landasan hukum perkawinan yang dapat dipegangi oleh ummat Islam. Oleh karena itu
sesuai dengan landasan filsafat Panca sila dan Undang-Undang Dasar 1945,
sebagaimana Undang-undang Perkawinan selain kompilasi harus mewujudkan
prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 7
b. Perjanjian Perkawinan
Perkwinan dalam Islam merupakan perjanjian yang kuat (Mitsaqan
Ghalidlan). Hal ini telah diatur dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul.
Perjanjian perkawinan telah diatur pula dalam UU No.1 Tahun 1974 yang
implementasinya dilaksanakan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun
1975.
Perjanjian perkawinan diatur pula di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 45-52
yang berisi tentang :
1. Bentuk taklik talak
2. Pemisahan harta bersama (gono-gini)
3. Percampuran harta pribaadi
4. Perjanjian pemisahan harta pencarian masing-masing
5. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh
merugikan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan pihak ke
tiga.
Dalam Perjanjian Perkawinan mempunyai 3 sifat menurut Q.S An-Nisa: 4.
Perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak.
7 Ibid., h. 55-56
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Sebagaiman dalam suatu perjanjian ditentukan syarat-syarat yang mengaturnya
Perjanjian Perkawinan dalam batas-batas hukum dapat diubah. 8
B. Dasar dan Tujuan Perkawinan
Perkawinan merupakan suatu kewajiban yang dianjurkan dalam Islam.
Anjuran tersebut dinyatakan dalam berbagai ungkapan, baik secara eksplisit maupun
implisit yang sesuai dengan ayat-ayat al-Qur’an dan Hadits Rasulullah SAW. Untuk
itu penulis mengemukakan beberapa ayat al-Qur’an yang menunjukkan perintah atau
anjuran, antara lain: Q.S An-Nisa : 3








Terjemahannya :
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-
wanita (lain) yang kamu senangi: dua,tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut
tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seseorang saja, atau budak-
budak yang kamu milki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak
berbuat aniaya”.
Ayat diatas menganjurkan kita untuk melekukan perkawinan bahkan
membolehkan poligami tetapi dengan beberapa syarat diantaranya berlaku adil,
berlaku adil disini dalam hal memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri baik itu secara
8 Mardani,Op.Cit.,h. 18
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lahir maupun bathin. Syarat-syarat poligami ini dikuatkan dengan firman Allah swt
dalam ayat ini yang membatasi poligami hanya dengan empat saja, itupun jika bisa
berlaku adil.
Anjuran Perkawinan juga dijelaskan dalam QS.Al-Nur ayat 32




S

Terjemahannya:
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan
mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha
mengetahui. 9
Perkawinan atau pernikahan begitu sesuatu yang sangat dianjurkan oleh
agama (Islam). Hal ini dapat kita lihat dari kedua ayat diatas yang semuanya
menganjurkan untuk melangsungkan pernikahan bahkan sampai pada poligami
(beristri lebih dari satu). Namun disatu sisi agama juga tidak pernah memaksa
ummatnya untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak sanggupi baik secara lahir
maupun bathin dan hal ini juga berlaku dalam perkawinan.
Tujuan perkawinan menurut Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani
dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta
9 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Semarang: Toha Putra, 1971), h.  549
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meneruskan keturunan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa dalam
membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahma.10
Ny. Sumiati dalam bukunya Hukum Perkawinan Qabul dan Undang-Undang
Perkawinan mengungkapkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk
memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki
dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagai
dengan dasar cinta kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah.11
Untuk lebih jelas tujuan perkawinan dapat dirinci pada dua hal.12 Yaitu
sebagai berikut:
1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat .
tabiat kemanusiaan, yakni menyalurkan kebutuhan biologisnya.
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta dan kasih atau keluarga
sakinah yang mawaddah dan warahmahh
3. Memperoleh keturunan yang sah.
Kaitannya dalam hal tersebut, al-Gazali menetapkan lima tujuan perkawinan
dalam Islam, yakni:
a. Memperoleh keturunan yang sah akan melangsungkan serta mengembang biakan
suku-suku  bangsa manusia. Memperoleh keturunan yang sah adalah merupakan
tujuan utama perkawinan dalam Islam. Secara khusus, setiapa orang yang
10 Mardani, Op.Cit., h. 11
11 Ny, Sumiati, Perkawinan Qabul dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty,
1982), h. 8
12 Ibid,
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melangsungkan perkawinan tentu berkeinginan untuk memperoleh anak
(keturuna). Sedangkan secara umum, anak yang lahir dari suatu perkawinan
diharapkan menjadi penyambung keturunan keturunan seorang yang akan
berkemabang untuk meramaikan dan memakmurkan kehidupan dunia.
b. Memenuhi tuntutan naluri manusia sesuai dengan tabiat kemanusiaannya. Tuhan
menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berbeda-beda. Oleh karena itu,
sudah menjadi kodrat bahwa antara kedua jenis mengandung daya tarik masing-
masing. Dari sudut biologis daya tarik itu disebut kebirahian atau seksual. Dalam
Islam hal ini juga diakui bahwa antara laki-laki dan perempuan saling
membutuhkan dalam hal pemenuhan kebutuhan seksual, sebagaiamana di
firmankan oleh Allah dalam QS. 2: 187: bahwa perempuan itu adalah pakaian
bagi laki-laki, dan sebaiknya laki-laki itu adalah pakaian dari perempuann.
Namun demikian, dalam memenuhi atau (menyalurkan) kebutuhan seksual itu
sebagai salah satu karunia Tuhan kepada manusia, hendaknya dilakukan dengan
cara-cara yang terhormat dan etis menurut ukuran agama, yakni dengan
melakukan perkawinan.
c. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan. Salah satu faktor yang
menyebabkan manusia terjerumus kelembah kejahatan dan kerusakan adalah
karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, dalam hal kebutuhan
seksualnya. Tidak hanya tempat penyaluran yang sah dalam menyalurkan
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kebutuhan seksualnya, tidak jarang terjadi, baik laki-laki maupun perempuan
menempuh jalan yang tidak dibenarkan. 13
d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang bahagia atas dasar cinta dan kasih
sayang yang diinginkan dalam masyarakat yang besar. Jika dibandingkan dengan
ikatan lain yang dilaksanakan dalam hidup bermasyarakat, ikatan perkawinan
merupakan ikatan yang paling teguh dan kuat. Dikatakan demikian karena ikatan
perkawinan adalah ikatan yang didasari oleh cinta dan kasih sayang untuk
membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang ideal, bahagia damai dibawah
tuntunan syariat Islam. Menurut Muhammad Ali, keluarga yang merupakan satu
kesatuan nyata dari bangsa-bangsa manusia yang menyebabkan terciptanya
peradaban, hanya dapat dilakukan melalui perkawinan. Tanpa perkawinan tidak
ada keluarga, dan pada gilirannya tidak ada pula unsur-unsur yang
mempersatukan bangsa manusia. Itu artinya tidak ada pula peradaban, dalam arti
bahwa hanyalah dengan keluarga dapat tersusun bangsa-bangsa manusia dan
dengan keluarga itu akan tercipta peradaban.
e. Menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan
memperbesar tannggung jawab. Dalaam ajaran Islam bahwa baik suami maupun
istri mempunyai tanggung jawab masing-masing yang harus yang harus
ditunaikan oleh keduanya, maka dengan sendirinya keduanya akan senantiasa
berupaya untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Salah satu tanggung jawab
masing-masing yang harus dilaksanakan adalah mencari rezeki yang halal untuk
13 Abd. Rahman Ghazaly, Op. Cit,. h. 24
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kebutuhan kehidupan keluarga. Dalam mendapatkan rezeki yang halal, tentu
diperlukan daya kreativitas dari yang bersangkutan.14 Dalm konteks tersbut
dipahami bahwa, Islam tidak mengakui pemenuhan kebutuhan seksual sebagai
satu-satunya tujuan perkawinan. Akan tetapi mengahsilakan keturunan dapat
dianggap sebagai salah satua aspek terpenting dalam tujuan perkawinan dalam
Islam, karena menurut Al-Qur’an manusaia adalah khalifa diatas bumi ini. Hal
ini berati manusia telah diberi kepercayaan (amanat) untuk bertindak di muka
bumi ini atas nama Allah sesuai dengan ketentuan hukumnya. Untuk
mewujudkan semua itu, hendaknya manusia mengemabngkan keturunannya
sebagai khalifa Allah dimuka bumi ini. Dengan demikian, tujuan perkawinan
dipandang sebagai suatu perbuatan yang terpuji, sarana untuk menenkangkan
(menghidari) hubungan seksual gelap, ikatan saling mencintai  dan saling
menyanyangi antara suami istri akan menghidari terjadinya perselingkuhan.
Perkawinan terjadi bagi i karena adanya dorongan dan tuntutan dari kebutuhan
jasmani dan rohani sesorang, yakni untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Juga
perlu dipahami bahwa sex bagi kehidupan manusia adalah suatu faktor yang
sangat penting untuk mendapatkan cinta dan kasih saying. Untuk memenuhi
tujuan yang dimaksud ini, sebagai muslim dituntut untuk memiliki kepribadian
yang utama yakni kepribadian muslim. Kepribadian muslim menurut Drs.
Ahmad D. Marimba berdapat bahwa:
14 Ny. Soemiyati, Op. Cit., h. 12-18
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“Kepribadian muslim adalah kepribadian yang seluuruh aspek-aspeknya yakni
baik tingkah laku luarnya, kegiatan-kegiatan jiwanya, maupun falsafah hidupnya
dan kepercayaannya menunjukkan kepribadian Tuhan, menyerahkann diri
kepada-Nya”.15
Dengan demikian maka jelaslah faktor melanjutkan keturunan ini adalah salah
satu tujuan pokok perkawinan.
Hukum dan rukun perkawinan merupakan persyaratan yang mutlak dalam
pandangan Islam. Sebab perkawinan atau nikah tercakup di dalamnya hukum dan
rukun sebagai syarat syahnya akad nikah bagi setiap muslim. Oleh karena itu, penulis
akan menguraikan satu persatu dari kedua hal yang disebutkan di atas sebagai acuan
dalam penelitian.
C. Syarat dan Rukun Perkawinan
Telah diakui  bahwa agama Islam ialah, agama samawi atau disebut agama
wahyu yang disampaikan oleh Nabi yang terakhir yaitu Muhammad SAW., sebagai
dasar untuk memisahkan mana yang hak dan mana yang bathil. Islam merupakan
tuntutan atau nasehat (pelajaran) kepada umat manusia seluruhnya.
Berbicara tentag rukun tentu sudah jelas bagi kita bahwa suatu amalan tidak
sah bilamana salah satu rukunnya tidak ada. Karena itu rukun perkawinan merupakan
ketentuan yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Sah tidaknya suatu
15 Ahmad D, Filsafat Pendidikan (Cet. VII; Bandung: PT. Al-Maarif, 1989), h. 23
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pernikahan itu sangat tergantung pada rukunnya. Oleh karena itu dalam
melangsunkan pernikahan harus terpenuhi rukun-rukunnya sebagai berikut:
a. Kedua Mempelai
Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan/pernikahan
hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang
ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Perkawinan
harus didasarkkan atas persetujuan  kedua mempelai, sedangkan bentuk
persetujuannya dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dalam bentuk tertulis,
lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada
penolakan yang tegas.16
b. Sighat (ijab dan kabul)
Sebelum melangsungkan perkawinan ada yang dinamakan lafadz nikah, yaitu:
ijab dan Kabul. Ijjab adalah perkawinan wali dengan lafsdz “saya nikahkan
putriku………sedangkan kabul adalah penerimaan dari pengantin laki-laki
dengan lafadz, “ya”, aku terimah (mengawininya)”.17
Jika akad dalam perkawinan adalah rukun yang pertama yang menentukan sah
tidaknya perkawianan. Hal ini terjadi kalau wali mengucapkan lafadz seperti
diatas, dan langsung diterima oleh mempelai laki-laki. Demikianlah
pengertian akad.
16 abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 15-17., h. 19
17 Husain Bahraisj, Hadis Shahih., h. 591
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Dalam sighat bahasa bukanlah syarat utama, atau diakatakan sah kalau bahasa
arab. Yang penting bahasa yang dipergunakan tersebut jelas dan dapat
dimengerti. Sedangkan lafadz ijab disyaratkan segera disambut dengan lafadz
Kabul. Apabila kedua lafadz tesebut berselang waktu maka saksi belum bisa
mengiyakan atau belum menyatakan sah sehingga ijab ijab Kabul tersebut
diulang sampai benar-benar baik.
c. Wali
Wali adalah rukun nikah yang kedua,oleh karena itu, perkawinan tanpa wali,
maka perkawinan itu dinyatakan batal. Mengingat pentingnya wali dalam
perkawinan, maka Rasulullah saw., memberikan penekanan bahwa pentingnya
wali dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh empat orang ahli hadis
yang artinya sebagai berikut:
“barang siapa diantara perempuan menikah tidak dengan izin walinya,maka
pernikahannya itu batal”.
Selanjutnya dalam undang-undang perkawinan bagian ketiga tentang wali
nikah, pasal 19 dijelaskan:
Wali niikah dalam perkawinan merupakann rukun yang harus terpenuhi agi
calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannyya.18
Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa kedudukan wali
dalamperkawinan mutlak harus ada sebab tanpa berarti perkawinan dinyatakan batal.
18 Departemen Agama RI., Op.Cit.,h. 183
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Untuk lebih jelasnya tentang wali dalam perkawinan berikut ini disebutkan
susunannya antara lain:
1. Bapaknya
2. Kakaknya (bapak dari bapak perepmuan)
3. Saudara laki-laki  seibu sebapak
4. Saudara laki-laki sebapak
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak
7. Saudara  bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
8. Anak laki-laki paman yang dari pihak bapaknya
9. Hakim.
d. Saksi
Yang dimaksud dengan dua orang saksi yaitu dua orang atau lebih yang adil
untuk menghadiri akad nikah.  Sebagaimana halnya akad dan wali dalam
perkawinan maka saksi juga termasuk rukun. Artinya tidak sah suatu
perkawinan atau nikah jika tidak ada saksi. Mengenai pentingnya saksi
tersebut Rasulullah  saw., menjelaskan dalam satu hadis yang diriwayatkan
oleh Ahmad yang artinya sebagai berikut:
“tidak sah nikah kecuali dengan wali, dan dua orang saksi yang aadil”.
Dalam pengertian hadis tersebut di atas saksi harus cukup dua orang yang
harus bersikap adil. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima
menjadi saksi.
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Dari uraian terssebut dapat diketahui bahwa saksi itu harus memiliki sifat-sifat
sebagai berikut:
1. Islam
2. Balig
3. Berakal sehat
4. Merdeka
5. Laki-laki
6. Adil.19
D. Hukum Perkawinan
Hukum Islam adalah ketentuan hukum Allah SWT yang diturunkan kepada
Nabi dan Rasul untuk ummatnya, agar dapat diamalkan dengan penuh keimanan, baik
hukum-hukum itu berkaitan dengan amaliah, atau berkaitan dengan aqidah maupun
akhlak.20 Dengan melihat uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa suatu pekerjaan
dapat berjalan dengan lancar atau segala aktivitas manusia dengan tidak membedakan
golongan, pangkat, dan kedudukan, ras, agama dan sebagainya dalam menjalani
kehidupan, tidak mengalami hambatan  apabila mempunyai suatu ketetapan hukum.
Demikian pula halnya dengan kehidupan manusia tidak akan dapat dipisahkan
antara yang halal dan yang bathil tanpa adanya aturan atau hukum yang mengatur
19 Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 24-26.,h. 23
20 Amir Syarifuddin, Pembaharuan dan Pemikiran dalam Islam, (Padang: Angkasa Raya,
1993), h. 16-17
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manusia. Manusia dalam kodratya harus berjalan diatas koridor-koridor hukum yang
telah digariskan dalam A-Qur’an dan Hadis Rasulullah SAW.
Dalam Kompilasi Hukum Islam di jelaskan lima kaidah hukum Islam yang
mengatur tingkah laku manusia.21 Sebagai berikut:
1. Fardh (wajib). Yaitu perintah yang harus dikerjakan. Jika perintah itu dipatuhi
maka yang mengerjakannya mendapat pahala, jika tidak dikerjakan mereka
berdosa.
2. Sunnah (anjuran), yaitu anjuran yang dikerjakan mendapat pahala, jika tidak
dikerjakan tidak mendapat dosa.
3. Haram (larangan), yaitu larangan keras kalau dikerjakan berdosa, jika ditinggalkan
mendapat pahala.
4. Makruh (celaan), jika larangan yang tidak jelas kalau dilanggar tidak mendapat
hukuman, hukum kalau dilakukan tidak mendapat pahala.
5. Mubah (jaiz), suatu larangan yang boleh dikerjakan dan boleh juga ditingggalkan,
kalau ditinggalkan tidak berdosa, dan kalau dilakukan  tidak mendapat pahala.
Dengan demikian hukum Islam sebagaimana yang dikemukakan diatas
sangatlah kompleks dan sempurna karena segala amalan manusia tertuang
didalamnya, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun
hubungan manusia dengan sesama manusia selaku Khalifa Allah maupun
hubungannya denagn alam semesta tidak terlepas dari hukum yang dipaparkan di
atas.
21 Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam., h. 26
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Semua yang disebut Allah SWT, adalah mutlak adanya, artinya menyangkut
kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Selanjunya hukum perkawinan adalah
syariat dalam Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw.,
sehingga dalam menjalankan amalan ini setiap muslim wajib memenuhi tuntutan
agama Islam yaitu nikah menurut syariat Islam, sebab menikah itu merupakan ibadah.
Adapun pernikahan dalam Islam benar-benar diatur dengan prinsip-prinsip
Islam yang diajarkan oleh Rasulullah saw. Hukum tersebut antara lain.
1. Jaiz (hukum aslanya adalah dibolehkan)
Mengenai pengertian jaiz dalam hukum perkawinan, penulis hanya memusatkan
pembahasan pada perempuang yang dipinang dan selanjutnya akan dinikahinya
hal ini sebagian ulama membenarkan  arti hadis nabi sebagai berikut:
“Apabila salah seorang diantara kamu, meminang seorang perempuang, maka
tidak berhalangan atasnya untuk melihat perempuamg itu, asal saja melihatnya
semata-mata mencari perjodohan buat diketahui perempuan itu ataupun tidak”. 22
Bermula dari hadis di atas maka sudah sangat jelaslah bahwa pengertian jaiz
itu boleh dilakukan bisa juga tidak, tergantung dari pribadi sesorang. Asalkan saja
dalam meminamg tidak terdapat hal-hal yang dapat menimbulkan kesalah pahaman.
Sebab bisa menimbulkan dampak negatif kepada orang  yang dipinang.
2. Sunnah (bagi orang yang berhendak serta mampu memberi nafkah dan
sebagainya).
22 Zaid Abbas, Pilihan Hadis (Cet. II; Jakarta; PT. Pustaka Panjimas, 1991), h. 54
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Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa sunnah adalah dikerjakan
berpahala, ditinggalkan tidak berdosa maka dalam hukum perkawinan sunnah
demikian. Sungguh pun sunnah itu mengatakan bahwa apabila kita meninggalkannya
tidak berdosa, namun sebagai seorang muslim perlu menyadari bahwa hidup didunia
hanya sementara, sehingga berusaha mencapai kebahagiaan dan kesalamatan dunia
akhirat selama hidup di dunia. Oleh karena itu, banyak mengerjakan amalan sunnah
berarti ada nilai tambah baginya.
Rasulullah memberikan jaminan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan
oleh Al-Baihaqi sebagai berikut yang artinya:
“siapa yang  suka pasang syariatku, maka hedaklah ia mengikuti sunnahku
(perjalananku) dan diantara sunnahku adalah kawin)” (HR. al-Baihaqi).23
Berdasarkan hadis di atas bahwa dengan menikah berate kita sudah mengikuti
salah satu sunnah Rasulullah saw, akan mengikuti sebagai golongan (ummatnya).
Sebenarnya jika tidak mau menikah, maka dengan tegas Nabi mengatakan kamu
bukan bagian dari mereka.
3. wajib (bagi yang mampu memberikan nafkah dan takut akan tergoda pada
kejahatan atau zina).
Bertolak dari pengertian wajib yang dalam perkawinan adalah disamping
mampu memberikan nafkah baik lahir bathin, juga nafkah yang dimaksud adalah
yang diridhoi oleh Allah SWT, juga takut akan terjerumus kejalan yang sesat yang
23 Ibid., h. 45
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ditunjuk oleh syetan. Karena seseorang yang melakukan hubungan diluar nikah
adalah termasuk pearbuatan zina. Perbuatan zina tersebut akan berdampak negatif
terhadap orang yang melakukan hal tersebut.24
4. Makruh (bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah)
Makruh menurut syariat Islam adalah dikerjakan tidak apa-apa ditinggalkan
tidak dapat pahala. sementara sebuah perkawinan dikatakan bahwa apabila seseorang
akan menikah, itu kurang mampu atau kurabng persiapan. Misalnya belum mampu
memberi nafkah secara lahir maupun bathin, maka belum dianjurkan untuk untuk
melaksanakan pernikahan, hendaklah ia berpuasa untuk mengendalikan hawa
nafsunya.25
5. Haram (bagi orang yang berniat untuk menyakiti perempuan)
Perkawinan bukan hanyalah menghalalkan antara laki-laki dan perempuan
semata, tetapi untuk mencapai atau membina keluarga yang sakinah, penuh cinta dan
kasih sayang dan mawaddah wa rahma. Oleh karena itu jika seorang menikah karena
ingin menyakiti perempuan, maka hukummnya haram (harus dicegah untuk
menikah).26
24 Kamal Muchtar, Op. Cit., h. 17
25 Abdurrahman, Op. Cit., h.19
26 Ibid,
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Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memilih calon pasangan hidup maka
Rasulullah SAW, memberikan pandangan kepada kita melalui salah satu hadis yang
diriwayatkan oleh Muttafaku alaih yang artinya sebagai berikut:
“Orang yang berkeinginan kepada perempuan karena empat perkara: karena
hartanya, keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, (karena
jika tidak) binasalah kedua tanganmu”.27
Berdasarkan di atas, maka dalam memilih calon isteri hanya dengan
kecantikannya, hartawan dan bangsawan semata. Itu hanya mendatangkan aib dan
celaan, karena ketiga hal tersebut sifatnya relative dan sangat tergantung pada
pergeseran waktu dan nilai. Sedangkan dengan memilih agamanya, akan menjamin
kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat.
Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan secara mendasar kepada
empat hal tersebut:
a. Karena Kecantikan
Memang kecantika adalah sangat penting, namun jika seorang memilih calon
isteri ktena kecantikannya semata, maka sudah pasti rumah tangga itu tidak akan
bertahan lama, sebab kecantikan akan termakan oleh waktu. Dengan pudarnya
kecantikan maka sudah pasti cintapun akan hilang.
b. Karena  Kekayaan
27 Andi Hasan, Terjemahan Bulugul Maram (Cet. XVI; Bandung: CV. Diponegoro,1993), h.
483
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Hampir semua manusia mengatakan kekayaan dalam kehidupan didunia ini,
karena dengan harta dan derajat manusia akan terangkat dimata masyarakat.
Sehingaga dewasa ini terkadang memilih jodoh kekayaan adalah yang pertama.
Bahkan sekarang orang tidak pedulikan lagi mengenai persoalan agama yang penting.
Ajaran Islam bukan berarti mengesampingkan harta, tetapi janganlah dengan tujuan
itu, akidah jadi melayang. Dalam memilih jodoh karena harta Nabi memberikan
peringatan dalam salah satu hadisnya yang artinya sebagia berikut:
“Barang siapa yang menikahi seorang perempuan karena kekayaannya niscaya
tidak menambah kekayaannya bahkan sebaliknya kemiskinan yang akan
didapatinya”.
c. Karena Bangsawan
Penyakit bagi manusia adalah angkuh, sombong, takabur, ujub. Sering
dijadikan suatu alasan bagi i setiap orang yang menikahi puteri bangsawan agar ikut
menjadi bangasawan juga, perkawinan yang mereka lakukan bukan dengan tujuan
untuk mencapai keluarga yang sakinah tetapi hanya memburuh harta, derajat dan
kedududkan. Kalau hasrat itu tidak terwujud maka timbullah kegoncangan dalam
rumah tangga yang dapat mengundang perecraian atau talak.
d. Karena Agamanya
Bagi seorang muslim memilih calon isteri harus yang benar-benar agamawan,
karena perempuan yang bagus agamanya Rasulullah memberikan sebagaimana
diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muslim sebagai berikut:
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”Dunia sebagai perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan itu adalah wanita
yang baik (shalehah)”.28
Yang dimksud kiasan hadis tersebut adalah perempuan yang mantap
agamanya, mengerti kedudukan dirinya sebagai istri, taqwa kepada Allah, mengikuti
sunnah Naabi dan patuh terhadap suami serta semua tingkah lakunya mencerminkan
nilai-nilai Islam. Dengan demikian wanita tersebut dikatakan wanita sholehah.
Dengan memilih perempuan karena agmanya berarti terhindar dari hal-hal
yang dapat mengundang perbuatan yang haram menurut hukum perkawinan, selain
itu dalam syari’at Islam sudah menjadi ketetapan atau sunnahtullah tentang,
perempuan yang haram dinikahi karena muhrim anatara lain:
1. Saudara perempuan dari bapak
2. Anak dan cucu dan seterusnya kebawah
3. Saudara perempuan seibu sebapak, sebapak atau seibu saja
4. Saudara perempuan dari ibu
5. Anak peremppuan dari saudara laki-laki dan seterusnya
6. Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusya.29
Dua orang yang sebab menyusui yaitu:
1. Ibu yang menyusuinya
2. Saudara perempuan yang sesusuan.
28 Husain Bahreisj, Hadis Shahih (al-Jamhus Shahih), (Surabaya: CV. Karya Utama, t.th.,), h.
166
29 KH. Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Cet. IX; Yogyakarta: UII Press,
1999), h. 31
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Sehubungan dengan hal tersebut diatas mengenai perempuan yang haram di
nikahi, Allah menjelaskan dalam surah QS. AN-Nisa (4):23 yang berbunyi:



















Terjemahannya:
“Diharamkan atas kamu (mengawini ibu-ibu, anak-anakmu yang perempuan,
saudra-saudramu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan,
anakk-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan, ibu-ibumu yang
menyusukan kamu,saudara perempuan yang sesusuan, ibu-ibu istrimu atau
mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaannya dari istri yang telah
kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah
kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, dan diharamkan
bagimu istri-istri anak kandungmu (menantu), dan mneghimpungkan dalam
perkawinan dan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang terjadi dimasa
lampau, susungguhnya Allah maha pengampuan lagi maha penyayang”.30
30 Depertemen Agama RI., Op.Cit., h. 20
37
Dengan memperhatikan ayat di atas, maka semakin tidak diragukan lagi,
bahwa agama Islam telah mengatur sedemkian rupalah dengan memberikan
pemisahan antara yang hak dan bathil. Sekalipun kita telah wajib untuk menikah bagi
orang yang mampu, namun tidak semua wanita telah dinikahi. Kecuali yang tidak
tercantum dalam ayat tersebut, jadi dinyatakan haram apabila seorang laki-laki
menikahi perempuan yang disebutkan dalam ayat di atas.
Apabila perkawinan tersebut sudah terlanjur dengan alasan tidak mengetahui
sebelumnya, maka setelah memahami, maka wajib baginya untuk memutuskan tali
perkawinan atau perceraian secara sah sesuai dengan syari’at Islam. Bilamana tidak,
dan mengabaikan maka baginya adalah dosa besar.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten
Jeneponto Kecematan Bontoramba atas dasar pernikahan merupakan suatu perbuatan
yang sangat penting dalam masyarakat dan harus melalui KUA, sehingga instansi
tersebut dijadikan sebagai tempat penelitian.
B. Populasi dan Sampel
Dalam hal penelitian objek biasa biasa disebut dengan istilah populasi. Hal
tersebut merupakan sesuatu yang penting, karena berhubngan dengan penentuan
sumber data yang akan diteliti melalui sampel, yang merupakan bagian dari populasi
dan hal tersebut mempunyai kedudukan yang sama pentingnya dengan populasi.
Adapun yang menyangkut populasi dan sampel penulis jelaskan sebagai berikut:
1. Populasi
Menentukan populasi merupakan langkah awal yang sangat penting dilakukan
oleh para peneliti sebelum melakukan penelitian. Dengan adanya penelitian populasi
diharapkan diperoleh sejumlah data yang berguna bagi pemecahan masalah terhadap
rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti.
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Populasi merupakan Wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek
yang mempunyai kualitas dan karesteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.1
2. Sampel
Setelah penulis menentukan yang menjadi populasi dalam penelitian ini,
selanjutnya penulis menetapkan apakah mungkin dapat meneliti seluruh
elemen populasi atau hanya sebagian saja dari populasi yang disebut sampel.
Dalam suatu penelitian tidak selamanya perlu meneliti elemen dalam
populasi; karena disamping membutuhkan biaya besar, waktu yang lama dan
keterbatasan lainnya. Dengan demikian yang menjadi objek dalam penelitian
ini ialah sampel yang di ambil sebai wakil dari populasi dan dapat mewakili
populasi dan kevadilan datanya. Oleh seorang peneliti perlu berhati-hati dalam
penentuan sampel.
Dalam kaitannya dengan masalah di atas, maka berikut ini penulis akan
mengemukakan pengertian sampel menurut para ahli antara lain:
Menurut Suharmisi Arikanto yang dinamakan penelitian sampel apabila
kesimpulannya diangkat dari sampel sebagai yang berlaku untuk populasi.2 Selain
dari itu, Hermawan Wasito juga memberikan pengertian  sampel, yaitu:
1 Amirul Hadi, dkk, Metodologi penelitien Pendidikan, ( Bandung: Pustaka Setia, 2005) h.9.
2 Suharmisi Arikanto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Cet. VIII, Jakarta; PT.
Rineka Cipta),  h.,102
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Sampel adalah sebagian dari populasi yang menjadi sumber data yang
sebenarnya dalam penelitian. Artinya sampel adalahsebaian dari populasi yang
karakteristiknya dapat diselidiki.3
C. Metode Pendekatan
Dalam hal penyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai
berikut:
1. Metode Pendekatan
a. Pendekatan Syari’ah yaitu memperhatikan ketentuan syariat Islam yang
bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadits.
b. Pendekatan Adat yaitu selalu memperhatikan pada peraturan-peraturan adat
yang berlaku.
D. Metode Pengumpulan Data
a. Lapangan, yakni turun ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang
konkrit yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.
Dalam penelitian lapangan penulis menggunakan beberapa teknik
pengumpulan data, antara lain:
3 Sutrisno Hadi,Metodologi Research, Jilid I (Cet. XXII, Yogyakarta: Andi Offset, 1990) h.,
70
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1. Observasi, yakni mengamati objek yang akan diteliti, dan mencatat data-data
yang diperlukan.
2. Perpersive responden, yaitu sebuah usaha yang dilakukan oleh pewawancara
dengan sejumlah anggota masyarakat untuk memperoleh informasi dari
terwawancara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.
b. Kepustakaan, yang dilakukan antara lain dengan mengumpulkan pendapat
parah ahli, membaca dan mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku ilmiah
serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah-masalah yang
diteliti, dengan cara:
1. Kutipan Langsung, yaitu mengutip suatu pendapat yang sesuai dengan aslinya
tanpa ada   perubahan dengan tex yang dikutip.
2. Kutipan tidak Langsung, yaitu penulis menggunakan ide dari suatu pendapat
kemudian penulis menuangkan  dalam redaksi lain tanpa mengurangi
maknanya.
E. Metode Analisis Data
Dalam mengolah data, penulis menggunakan metode kualitatif , yakni metode
pengolahan data yang menghendaki teknik analisis dan interprestasi  dalam bentuk
konsep yang dapat mendukung objek pembahasan.
Data yang diperoleh selanjutnya dianalisisis dengan cara metode sebagai
beerikut:
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a. Metode Induktif, yakni menganalisis dengan bertolak dari hal-hal yang bersifat
khusus, selanjutnya mengambil kesimpulan yang bersifat umum.
b. Metode Deduktif, yakni menganalisis data dengan bertolak dari hal-hal yang
bersifat umum, kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.
c. Metode Komperatif, yakni setiap data yang diperoleh, baik yang bersifat umum
atau bersifat khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan.
Dalam hal ini, teknik analisis mencakup reduksi serta data dan
kategorisasinya, serta diinterprestasikan dengan berfikir induktif, yaitu menganalisis
data yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus. Kemudian mengambil
kesimpulan yang bersifat umum, misalnya argumentasi, deskripsi perbandingan dan
kausalitas, atau dengan berfikir deduktif, yaitu menganalisis data dengan bertolak dari
hal-hal yang bersifat umum, selanjutnya mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMABHASAN
A. Sejarah Singkat Kabupaten Jeneponto
Jeneponto terdiri dari dua kata yaitu “ Je’ne” artinya “air” sedangkan “Ponto”
artinya “gelan” maka diberi nama Jeneponto, karena adanya daratan yang dikelilingi
oleh air.
Jeneponto merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, yang
terletak di bagian selatan, tumbuh dengan budaya dan peradaban tersendiri seiring
dengan perubahan dan perkembangan zaman. Menyadari perlunya kepastian akan
Hari Jadi Jeneponto, maka dilakukan beberapa upaya dengan melibatkan berbagai
elemen di daerah ini melalui seminar-seminar yang dilaksanakan secara terpadu.
Dari pemikiran yang berkembang dalam pelaksanaan seminar tersebut,
diharapkan bahwa kriteria yang paling tepat untuk menetapkan Hari Jadi Jeneponto
adalah berdasarkan pertimbangan historia, sosio-kultural, dan struktur pemerintahan,
baik pada masa pra dan pasca kemerdekaan Republik Indonesia, maupun
pertimbangan eksistensi dan norma-norma serta simbol-simbol adat istiadat yang
dipegang teguh, dan dilestarikan oleh masyarakat dalam meneruskan pembangunan.
Selanjutnya, penelusuran tersebut menggunakan dua pendekatan yaitu
tanggal, bulan, dan tahun menurut teks dan tanggal kejadiannya, serta pendekatan
dengan mengambil tanggal-tanggal, bulan-bulan maupun tahun-tahun yang
mempunyai makna-makna penting yang bertalian dengan lahirnya suatu daerah, yang
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dianggap merupakan puncak kulminasi peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi.
Adapun alternatif yang digunakan terhadap kedua pendekatan tersebut di atas yaitu:
Pertama:
a. November 1863, adalah tahun berpisahnya antara Bangkala dan Binamu dengan
Laikang. Ini membuktikan jiwa patriotisme Turatea melakukan perlawanan yang
sangat gigih terhadap pemerintah Kolonial Belanda.
b. Tanggal 29 Mei 1929 adalah pengangkatan Raja Binamu. Tahun itu mulai
diangkat “Todo” sebagai lembaga adat yang refresentatif mewakili masyarakat.
c. Tanggal 1 Mei 1959, adalah berdasarkan Undang-undang No. 29 Tahun 1959
menetapkan terbentuknya Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, dan terpisahnya
Takalar dari Jeneponto.
Kedua:
a. Tanggal 1 Mei 1863, adalah bulan dimana Jeneponto menjalani masa-masa yang
sangat penting yaitu dilantiknya Karaeng Binamu, yang diangkat secara
demokratis oleh “Toddo Appaka” sebagai lembaga representatif masyarakat
Turatea.
b. Mundurnya Karaeng Binamu dari tahta sebagi wujud perlawanan terhadap
pemerintah kolonial Belanda.
c. Lahirnya Undang Undang No. 29 Tahun 1959.
d. Diangkatnya kembali raja Binamu setelah berhasil melawan penjajah Belanda.
Kemudian tahun 1863, adalah tahun yang bersejarah yaitu lahirnya Afdeling
Negeri-negeri Turatea setelah diturunkan oleh pemerintah Belanda dan keluarnya
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Laikang sebagai konfederasi Binamu.
e. Tanggal 20 Mei 1946, adalah simbol patriotisme Raja Binamu (Mattewakkang Dg
Raja) yang meletakkan jabatan sebagai raja yang melakukan perlawanan terhadap
pemerintah Belanda.
Dengan Demikian penetapan Hari Jadi Jeneponto yang disepakati oleh pakar
pemerhati sejarah, peneliti, sesepuh dan tokoh masyarakat Jeneponto, dari seminar
Hari jadi Jeneponto yang berlangsung pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2002 di
Gedung Sipitangarri, dianggap sangat tepat, dan merupakan keputusan yang dapat
dipertanggungjawabkan.
Sistem kebudayaan daerah kabupaten jeneponto adalah suatu daerah yang
memiki ciri khas tersendiri. Kabupaten jeneponto memiliki dua sistem kebudayaan
yang dikenal dengan adat istiadat yaitu karaeng dengan ata.
Dalam sistem kebudayaan karaeng di kabupaten jeneponto mulai dari nenek
moyang sampai sekarang masih berlaku adat istiadatnya. Karaeng adalah sebuah
nama yang diberikan kepada seseorang yang dianggap kuat dan terpercaya dalam
masyarakat Kabupaten Jeneponto.
Adat istiadat yang dimiliki oleh seorang karaeng sangat berbeda dengan
orang-orang yang bukan termasuk dalam kategori karaeng. Dari segi derajat
kemanusiaan yang dipahami, seorang karaeng adalah orang yang sangat dihargai dan
dihormati oleh masyarakat karena menganggap dirinya adalah orang yang paling
tinggi derajatnya khususnya di daerah Jeneponto.
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Pada zaman dahulu terbentuknya sistem karaeng di Jeneponto sangat
berbeda dengan sistem karaeng yang sekarang karena nilai-nilai karaeng yang
sesungguhnya sudah mulai luntur pada kalangan karaeng itu sendiri, bahkan sistem
pemahaman karaeng yang sekarang menjadi kesombongan oleh setiap karaeng. pada
zaman dahulu seorang karaeng tidak membiarkan anakanya menikah yang bukan
keturunan karaeng atau sederajatnya.
Budaya yang lahir di Jeneponto ini adalah merupakan kekayaan budaya yang
dimiliki oleh masyarakat Jeneponto. Tetapi perbandingan sekarang sudah terlihat dan
terbukti bahwa kebanyakan dari golongan karaeng sudah tidak mengenal sistem
karaeng yang sesungguhnya.
Ata adalah sekelompok masyarakat yang derajatnya sangat rendah
dibandingkan dengan karaeng yang tidak memiliki sifat khusus yang dimilki oleh
seorang karaeng pada khususnya. Dari segi adat istiadat yang dianut oleh seorang Ata
sangat berbeda dengan seorang karaeng, seperti halnya pada sistem perkawinan,
kematian, dan acara-acara adat lainnya. Dalam sistem pernikahan seorang Ata tidak
pernah melakukan pernikahan kepada seorang karaeng karena karaeng telah
menganggap dirinya lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan seorang Ata.
Namun pada perspektif sekarang ini yang nilai-nilai karaeng sudah mulai menurun
maka bisa saja terjadi proses pernikahan dengan seorang karaeng dengan Ata.
Seorang Ata sering dicacimaki oleh seorang karaeng kalau bermasalah dengan
karaeng karena seorang karaeng menganggap dirinya paling terhormat di daerah
kabupaten Jeneponto. Ata dengan Karaeng sekarang ini sudah nampak dan terlihat
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dihati masyarakat dari segi perkawinanya dan bahkan derajat seorang karaeng akan
sejajar dengan karaeng yang dimiliki pada hakekatnya. Oleh karena itu, Ata
merupakan bagian dari seorang karaeng. Akhirnya Jeneponto dinamakan kota daeng
dan tanah kelahiran para karaeng
Kabupaten Jeneponto sistem kepercayaan yang sudah berlaku sejak lahirnya
nenek moyang kita jadi sifatnya berlaku sampe sekarang. Pada dasarnya masyarakat
Kabupaten Janepont, inilah tradisi-tradisi yang dimilikinya sampai sekarang masih
berlaku mulai dari segi kebudayaan, perkawinan, adat istiadat dll.
Kabupaten Jeneponto berada di pesisir Selatan Pulau Sulawesi. Sekitar 2 jam
dari Makassar. Kita akan disuguhi pemandangan yang indah sepanjang jalan di kanan
laut dan di kiri gunung perbukitan. Di beberapa tempat sepanjang jalan akan terlihat
ladang garam. Konon katanya para pendahulu mereka terdampar di Madura ketika
melaut. Sehingga mereka belajar bertani garam, kemudian menerapkan ilmu itu.1
B. Proses Pelaksanaan Perkawinan Adat Jeneponto
Pelakanaan perkawinan merupakan ketentuan umum diseluruh dunia, bahwa
dimana ada masyarakat disitu terdapat suatu perbedaan tradisi adat istiadat antara
masyarakat dan adat istiadat suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan adat
masing-masing.
Berbicara tentang kebudayaan Islam, tidak terlepas dari pada manusia sebagai
masyarakat dalam hubungannya dengan ajaran Islam. Sebab kebudayaan Islm
1 Hasil wawancara dengan Bapak Adiwangsa S, dilakukan pada Tanggal 23 Maret 2012.
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bersumber dari kebudayaan Islam. Oleh karena itu kalau dilihat dari proses
pelaksanaan perkawinan adat Jeneponto, apakah adat perkawinan Jeneponto itu sudah
sesuai dengan ajaran Islam atau bertentangan? Jika bertentangan berarti perkawinan
adat Jeneponto tidak dapat diterima sebagai perkawinan secara Islam dan tidak pantas
dikatakan  sebagai kebudayaan Islam, meskipun orang yang melaksanakan
perkawinan tersebut adalah orang Islam.
Perkawinan merupakan tradisi didalam kehidupan orang Jeneponto, untuk
mengetahui lebih lanjut system perkawinan adat Jenenpoto berikut ini akan
dikemukakan pelaksanaannnnya secara bertahap yang penulis perooleh dari hasil
wawancara dan observasi dengan menggunakan metode Perpersive responden, yaitu
sebuah usaha yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari
terwawancara dengan cara menentukan lebih awal calon responden sebelum peneliti
turun kelapangan. Diantara para tokoh-tokoh masyarakat tersebut adalah:
1. H. Baso Lala, S.Ag selaku mantan kepala kantor KUA Kecematan
Bontoramba yang banyak tau tentang perkawinan adat Jeneponto
2. H. Moddin selaku tokoh masyarakat yang banyak tau tentang perkawinan
adat Jeneponto
3. Dg. Tika selaku tokoh masyarakat yang banyak tau tentang perkawinan
adat Jeneponto
4. Poddin Dg Ngilang selaku Iman Desa yang banyak tau tentang
perkawinan adat Jeneponto
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Menurut H. Baso Dg Lala Sepuluh hari sebelum terjadi akad nikah, calon
mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan mengunjungi rumah Kepala Desa
untuk mengambil surat izin perkawinan atau surat keterangan izin di kantor Lurah
atau kantor Desa. Kemudian melapor ke kantor KUA untuk mengambil surat
keterangan rekomendasi nikah dan ada pelatihan tata cara pelaksanaan membina
keluarga dalam rumah tangga, selama satu hari sebelum akad nikah keluarga
mempelai laki-laki dan mempelai perempuan mengadakan musyawarah mufakat dan
setelah itu menentukan mahar tersebut dan tujuh hari sebelum akad nikah
dilaksanakan.2
1. Mange A’boya (melamar)
Mange A’boya dilakukan setelah anak laki-laki menentukan perempuan yang akan
dipinang yang akan di setujui oleh anak laki-laki (memilih jodoh) dan dibicarakan
dalam rumpung keluarga dari pihak laki-laki. Setelah disepakati oleh pihak keluarga
laki-laki barulah ditentukan waktu untuk mengunjugi rumah keluarga pihak
perempuan yang akan di pinang. Kemudian pada dasarnya proses Mange A’boya
merupakan ajang silaturahim yang dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki dengan
tujuan untuk melakukan pendekatan serta pembicaraan dan biasanya pembicraan itu
secara tersirat tanpa membahasakan secara terang-terangantentang maksud pihak
2 Hasil wawancara dengan Bapak H. Baso Dg Lala, Mantan Kepala KUA Kecematan
Bontoramba, Sulsel,, dilakukan pada tanggal 27 Februari 2012 bertempat di Lanrayya Kec.
Bontoramba. Kab. Jeneponto.
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laki-laki.3 Mange A’boya biasanya dilakukan secara berulang kali sampai keluarga
pihak perempuan menyetujui untuk menuju ke tahap berikutnya. Tahap mange
A’boya merupakan kesempatan bagi pihak laki-laki untuk melihat budi pekerti sang
perempuan yang akan dipinang. Dalam hal ini sesuai dengan apa yang disyariatkan
oleh agama untuk memilih jodoh atau pendamping hidup, dalam agama kita
dianjurkan memilih jodoh dengan berlandaskan pada empat aspek. Pertama
nikahilah perempuan karena hartanya. Kedua nikahilah peremgpuan karena
kecantikannya. Ketiga nikahilah perempuan karena keturunannya dan keempat
nikahilah perempuuan karena agamanya. Sehingga dalam hal menentukan jodoh
baaik yang diperintahkan  dalam agama (islam) maupun yang menjadi tradisi
ditengah-tengah masyarakat (adat) memiliki korelasi dan tidak saling bertentangan.
2. Appa’assa (memutuskan)
Pada tahap ini pihak laki-laki datang untuk mendapatkan kepastian dari pihak
perempuan tentang pembicaraan sebelumnya sekaligus untuk mengetahui sikap dari
keluarga perempuan apakah menerima lamaran atau tidak. Setelah ada informasi yang
jelas utusan keluarga pihak laki-laki kemudian menentukan waktu pelaksanaan akad
nikah tersebut, dan agenda selanjutnya disebut “Appanai Balanja” (membawa uang
belanja).4
3 Hasil Wawancara dengan Bapak Poddin Dg Ngilang, dilakukan pada Tanggal 01 Maret
2012 bertempat di Dusun Tangkulu, Kec. Bontoramba. Kab. Jeneponto.
4 Wawancara dengan Bapak Dg Tika, dilakukan pada Tanggal 05 Maret 2012 bertempat di
Kec. Bontoramba
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3. Appanai Balanja
Appanai balanja merupakan tahap dimana kedua belah pihak berunding tentang
jumlah uang dan pihak laki-laki memperlihatkan semua uang yang akan naik kepada
pihak perempuan, kemudian di saksikan oleh beberapa orang dari pihak perempuan
baik dari Iman desa atau Iman Dusun. Setelah ada kesepakatan tentang jumlah uang
belanja, maka penbicaraan selanjutnya yaitu menentukan apa yang menjadi sunrang
(mahar) dari calon mempelai laki-laki yang akan diberikan kepada calon mempelai
wanita.5 Tradisi perkawinan Jeneponto yang biasanya menjadi sunrang/mahar adalah
Al-Qur’an, sawah/kebun. Sekaligus dari rombongan keluarga pihak mempelai laki-
laki masing-masing membawakan erang-erang menuju kediaman mempelai wanita,
didalam erang-erang itu biasanya berisi seperangkat alat sholat, emas, kosmetik,
lemari, pakaian, sandal, buah-buahan serta jenis makanan tradisional ala Jeneponto.
Rombongan pembawa erang-erang tersebut tidak ditentukan jumlah dan umurnya.
4. Korong Tigi
Tahap ini yaitu menaruh daun paccin diatas tangan calon pengantin sebagai bentuk
doa restu keluarga, dimana pada acara Korong Tigi ini semua keluarga besar calon
pengantin, tokoh masyarakat serta pemerintah setempat berkumpul untuk mendoakan
kabahagiaan calon pengantin dan biasanya di implementasikan dalam bentuk
barazanji/a’ratek. dalam tahapan ini sekaligus dilaksanakan yang namanya
penamatan bacaan Al-Qur’an dimana calon pengantin akan mambacakan Al-Qur’an
5 Wawancara dengan Bapak H. Moddin, selaku tokoh masyarakat dilakukan pada Tanggal 05
Maret 2012 bertempat di dusun  kawari Kec. bontoramba
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didepan pemuka agama/iman desa. Kemudian Korong Tigi ini dilaksanakan pada
malam pesta pernikahan.
5. Kanre Bisang (membalas)
Tahap ini dilangsungkan pada hari hanya dimana rombongan keluarga pihak calon
memepelai wanita akan mengunjungi kediaman mempelai laki-laki untuk membalas
kembali apa yang di bawakan kepada pihak laki-laki. Misalnya lemari, emas dan
sebagainya, kanre bisang (membalas) menurut pendapat para masyarakat Jeneponto
yaitu memperakrab antara orang tua dari mempelai laki-laki dan mempelai wanita
dalam bahasa makassarnya yaitu bisang.6
6. Simorong
Simorong adalah hari dimana akan dilangsungkan akad nikah (A’nikka). Prosesi ini
dimulai dari kediaman calon pengantin laki-laki dan didampingi rombongan dari
pihak keluarga menuju kediaman mempelai wanita. Kemudian dilanjutkan prosesi
akad nikah (A’nikka), setelah akad nikah pengantin laki-laki mendatangi pengantin
perempuan untuk menyentuh bagian tertentu seperti ubun-ubun, pipi dan bahu dalm
istilahnya yaitu ngubung dan diakhiri dengan pabbajikang yaitu pengantin laki-laki
akan dimasukkan kedalam sarung sebanyak 20 lembar setelah itu saling menyuapi
makanan. Dan biasanya ada seorang yang dituangkan untuk membimbing kedua
mempelai dalam pelaksanaan pabbajikan. Pabbajikang melambangkan status antara
mempelai pria dan wanita yang sudah halal untuk satu sama lain.
6 Hasil wawancara dengan Bapak Dg. Tika, dilakukan pada tanggal 12 Maret 2012, bertempat
di Bontoramba
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C. Urgensi Perkawinan Adat Jeneponto
Sebelum penulis masuk ke pembahsan perkawinan adat Jeneponto, penulis
terebih dahulu mengemukakan bahwa pengertian perkawinan atau tradisi perkawinan
adat Jeneponto dari beberapa tokoh masyarakkat yang sempat saya wawancarai
mengatakan bahwa tidak ada defenisi nikahh secara gemblan. Bahkan penulis yang
belum mendapatkan defenisi nikah menurut adat Jeneponto, salah satu defenisi yang
penulis dapatkan dari hasil wawancara sebbagai berikut:
“Nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seoranng wanita
sebagai suami istri dan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Ditijau
dari segi martabat dan keturunan.7
Defenisi diatas penulis ambil dari hasil wawancara kemudian menyimpulkan
bahwa perkawinan adat Jeneponto tidak jauh bebeda dengan defenisi perkawinan
menurut syariat Islam. Dalam arti yang luas bahwa prosesi perkawinan adat
Jeneponto yang selama ini berlangsung ditengah-tengah masyarakkat  tidak
melenceng dari apa yang telah digariskan dalam sumber hukum Islam.
Adapun urrgensi perkawinan adat Jeneponto dari hasil wawancara dengan
para tokoh masyarakat yang banyak mengetahui tentang adat Jeneponto. Bahwa
urgensi atau tujuan perkawinan adat Jeneponto pada umumnya sama dengan tujuan
perkawinan dalam Islam (semata-mata karena Allah SWT) dan ingin hidup bahagia,
hanya dalam adat Jeneponto ada tradisi dalam bahasa makassarnya yaitu sirik na
7 Hasil wawancara dengan Bapak H. Moddin selaku tokoh masyarakat, dilakukan pada
Tanggal 14 Maret 2012, bertempat di Dusun Kawari, Kec. Bontoramba. Kab. Jeneponto
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pacce artinya rasa malunya yang tinggi.8 Jadi melakukan perkawinan itu seorang
wanita melihat sederajatnya/keturunanya. Faktor keturunan bukan hanya menjadi
bagian dari adat Jeneponto tetapi hal ini juga sudah jelas dalam agama (Islam).
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan AdatJeneponto
Pernikahan adat Jeneponto adalah merupakan salah satu perwujudan hasil cipta, rasa
dan karsa leluhur orang Jeneponto yang lestari dengan segenap variasi dengan
perkembangannya sampai sekarang. Dan juga adalah bahagian dari budaya orang
Jeneponto. Disamping itu perkawinan juga merupakan sunnatullah yang sangat
dianjurkan oleh Allah SWT. Lagipula perkawinan itu tidak hanya untuk memenuhi
keinginan dan kebutuhan biologis semata akan tetapi perkawinan itu adalah cara yang
halal dan  diridhoi oleh Maha Pencipta untuk keberlangsungan hidup manusia di
muka bumi.
Dalam pelaksanaan pernikahan Adat Jeneponto sebagaimana uraian diatas,
menurut penulis tidaklah melenceng dari apa yang telah disyariatkan oleh agama
(Islam). Sehingga pernikahan adat Jeneponto terutama tradisi yang ada di Kecematan
Bontoramba sebagai lokasi yang dijadikan sebagai sample penelitian oleh penulis,
boleh menurut hukum dan syariat Islam yang berlaku, dan dalam pelaksanaannya
tidaklah melanggar UU Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) Yang
saat ini dijadikan sebagai landasan hukum di Indonesia. Penulis mengatakan bahwa
8 Hasil wawancara dengan Bapak H. Baso Dg Lala, dilakukan pada Tanggal 19 Maret 2012
bertempat di Lanrayya Kec. Bonoramba Kab. Jenepontos
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pernikahan adat yang terjadi di Kab. Jeneponto saat ini tidak bertentangan dengan
hukum islam. Pernikahan adat ternyata sudah memenuhi unsur-unsur yang telah
disyariatkan oleh agama (Islam) itu sendiri, misalnya dalam hal memilih jodoh,
secara adat penentuan calon istri itu sangat ketat serta memerlukn beberapa tahapan.
Proses penentuan calon istri (secara adat) itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Salah satu faktor yang sesuai dengan apa yang disunnahkanah oleh Nabi adalah
Faktor Keturunan. Di Kab. Jeneponto khususnya di Kec. Bontoramba fakktor
keturunan yang menjadi patokan bagi orang-orang yang ingin menentukan calon istri.
Sementara dalam agama (Islam) Nabi sendiri memberikan beberapa patokan dalam
hal memeilih jodoh salah satu dari patokan tersebut adalah faktor keturunan.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada beberapa bab, maka pada bab penutup ini penulis
mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Dalam pelaksanaan perkawinan adat di Jeneponto merupakan kegiatan yang telah
dilazimkan dalam usaha mematangkan, melaksanakan dan menetapkan suatu
perkawinan dengan mengikuti prosedur-prosedur adat yang berlaku di daerah
tersebut. Dan banyak tahap-tahap yang dilalui misalnya, Mange A’boya sampai
tahap Simorong. Pada dasarnya pelaksanaan perkawinan secara adat sebagaimana
yang diuraikan pada skripsi ini menurut penulis sudah berada dalam ketentuan
hukum yang berlaku dalam Islam. Walaupun dalam batasan waktu  dan ruang
akan menjalani perubahan-perubahan ia akan merupakan unsur budaya yang
dihayati dari masa ke masa.
2. Perkawinan adat Jeneponto sudah menjadi tradisi yang diwarisi secara turun-
temurun sampai sekarang ini.di Sulawesi-Selatan pada umumnya bahwa di
daerah manapun adat perkawinan itu banyak dipengaruhi oleh faktor agama yang
dianut oleh masyarakat setempat. Ajaran agama sangat berpengaruh terhadap
corak dan tata cara pelaksanaan perkawinan adat. Hal ini terlihat sekaligus
sabagai bukti bahwa terdapat korelasi yang erat antara agama dan adat dalam
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suatu perkawinan. Maka patutlah adat perkawinan itu menjadi sakral dan suci,
karena mempunyai korelasi yang kuat (antara agama dan adat). Sehingga
pelaksanaan perkawinan adat Jeneponto yang dilakukkan secara adat dan tradisi
yang ada di Kab. Jeneponto khususnya yang menjadi daerah penelitian sipenulis
di Kec. Bontoramba telah sesuai dengan tinjauan hukum Islam yang berlaku
(dibolehkan) yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 yang berbunyi:
pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perinntah Allah SWT
dan melaksanakan merupakan Ibadah.
B. Saran
Berkenaan dengan beberapa kesimpulan diatas, selanjutnya diajukan beberapa
saran yang perlu mendapatkan perhatian, oleh karena itu penulis menyarankan
sebagai berikut:
1. Masyarakat Jeneponto khususnya pada Kecamatan Bontoramba agar kiranya
meningkatkan pemahaman tentang hukum Islam terutama dalam hal perkawinan
bukan hanya mengetahui tetapi juga merealisasikan dalam kehidupannnya.
2. Para tokoh agama atau tokoh masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan
haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan syariat Islam sesuai
dengan petunjuk pelaksanaan perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
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